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ABSTRAK 

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 2 

TAHUN 2016 DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HAK ANAK DI 

KABUPATEN LANGKAT 

EVITA 

1703100007 

Prodi Ilmu Administrasi Publik 

 Konsentrasi Kebijakan Publik 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Dalam Rangka Perlindungan 

Hak Anak Di Kabupaten Langkat. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode 

deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu suatu jenis penelitian melalui prosedur 

pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan 

sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa Peraturan Menteri Dalam 

Negeri No 2 Tahun 2016 Dalam Rangka Perlindungan Hak Anak di Kabupaten 

Langkat sudah terimplementasi, namun masih ada terdapat beberapa kendala 

antara lain kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya anggaran yang 

dianggarkan pemerintah serta masih banyak masyarakat yang menganggap Kartu 

Identitas Anak tidak penting dikarenakan akta kelahiran masih dianggap cukup 

untuk memenuhi identitas resmi anak. Dalam hal ini diperlukannya keterlibatan 

masyarakat dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dari kebijakan 

terkait Kartu Identitas Anak yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil sehingga masyarakat mengetahui dengan jelas dan pasti akan 

manfaat/kegunaan Kartu Identitas Anak. Diharapkan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat agar lebih memfokuskan pada penerbitan 

kartu identitas anak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 

tahun 2016 sebagaimana mestinya telah diatur, dan melakukan sosialiasi terhadap 

pentingnya KIA kepada masyarakat dengan mengutamakan masyarakat yang 

berada di daerah kecil khususnya ke sekolah-sekolah yang ada di pedesaan agar 

masyarakat mengerti akan pentingnya kartu identitas anak tersebut kemudian 

sumber daya manusia lebih ditekankan dalam menjalankan kebijakan ini untuk 

memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Langkat dan selalu 

memberikan pengawasan terhadap pelayanan penerbitan Kartu Identitas Anak. 

kata kunci: Peraturan, Pelayanan, Kartu Identitas Anak  
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BAB I 

PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan 

Anak, Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi 

anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi 

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak berhak memperoleh 

pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat 

kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat serta setiap anak berhak 

mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan 

kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta 

didik, dan/atau pihak lain. Oleh sebab itu, negara bersama pemerintah, 

masyarakat, keluarga dan orang tua secara bersama-sama bertanggung jawab 

terhadap kelangsungan hidup anak seutuhnya.  Salah satu upaya yang dilakukan 

oleh pemerintah untuk anak harus mendapatkan haknya yang paling mendasar 

yakni hak sipil dengan mendapatkan identitas anak melalui kartu identitas anak.  

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Tentang 

Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas 

resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum 

menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten/Kota. Dalam hal ini pemerintah menerbitkan kartu identitas anak 

bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik 
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serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional 

warga negara. Manfaat kartu identitas anak sangat besar untuk memenuhi hak 

anak dan dapat digunakan untuk persyaratan mendaftar sekolah, bukti diri anak 

sebagai data identitas ketika membuka tabungan atau menabung di Bank. Kartu 

identitas anak juga berlaku untuk proses pendaftaran Badan Penyelenggaraan 

Jaminan Sosial serta mempermudah proses pembuatan dokumen keimigrasian. 

 Kartu identitas anak sebagai identitas resmi untuk bukti diri anak yang 

berusia kurang dari 17 Tahun dan belum menikah yang dahulunya hanya ada akta 

kelahiran. Sekarang, dengan adanya peraturan menteri dalam negeri no 2 tahun 

2016 diharuskan mempunyai kartu identitas anak.    

 Kartu identitas anak memiliki dua jenis, yaitu kartu identitas untuk anak 

berusia 0-5 tahun dan 5-17 tahun. Syarat mendapatkan kartu identitas anak hanya 

dengan melampirkan akta kelahiran, KK (kartu keluarga), dan KTP orang tua 

(Kartu Tanda Penduduk) bagi anak dibawah usia 5 tahun, jika anak diatas 5 tahun 

ditambahkan pas foto anak warna ukuran 2x3 sebanyak dua lembar. Masa berlaku 

Kartu Identitas Anak baru untuk anak kurang dari 5 tahun adalah sampai anak 

berusia 5 tahun dan Masa berlaku KIA untuk anak di atas 5 tahun adalah sampai 

anak berusia 17 tahun kurang satu hari. 

 Salah satu daerah yang melaksanakan kebijakan Kartu Identitas Anak 

adalah Kabupaten Langkat. Kabupaten langkat dengan luas wilayah 6.236,38 km
2
 

didiami penduduk sebanyak 1.046.291 jiwa, terdiri dari 530.695 (50,65)%  jiwa 

laki-laki dan 512.554 (49,35%) jiwa perempuan. Sesuai dengan profil 

perkembangan kependudukan kabupaten langkat tahun 2019, jumlah penduduk 
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anak dibawah 17 tahun di kabupaten langkat berjumlah 281.343 jiwa.  Melihat 

jumlah anak di Kabupaten Langkat yang harus mendapatkan kartu identitas anak 

tersebut tentu menjadi tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 

Langkat berserta perangkat Kecamatan dan Kelurahan untuk memastikan seluruh 

anak di Kabupaten Langkat mendapatkan kartu identitas anak sebagai upaya 

pemenuhan hak atas identitas anak.  

Program penerbitan Kartu Identitas Anak yang dilaksanakan oleh Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat pada tahun 2019 telah 

menerbitkan 30.000 Kartu Identitas Anak dikabupaten Langkat. Artinya baru 10% 

kartu identitas anak yang diterbitkan. Problematika dalam pelaksanaan penerbitan 

kartu identitas anak ialah masih minimnya kartu identitas anak yang dikeluarkan 

sumber daya manusia dan persepsi masyarakat yang masih rendah tentang 

penggunaan kartu identitas anak. Oleh sebab itu peran aktif orang tua sebagai 

bagian dari masyarakat sangat penting dalam pencapaian pelaksanaan kartu 

identitas anak, yakni secara sadar mendaftarkan anak untuk memperoleh kartu 

identitas anak.  

Selain itu permasalahan yang terjadi didalam masyarakat adalah 

munculnya sikap keraguan akan manfaat kartu identitas anak. Banyak terjadi pro 

dan kontra dalam penerbitan kartu identitas anak, karena kartu tersebut dirasa 

kurang memberikan dampak untuk anak, lantaran banyak anak yang belum 

melakukan aktivitas berat di luar rumah. Padahal kartu identitas anak dibuat untuk 

anak usia 0- 17 tahun, sedangkan anak usia 0-5 tahun kebanyakan masih dibawah 

pengawasan orangtua dan belum memasuki sekolah dasar sehingga belum banyak 
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membutuhkan fasilitas yang disediakan oleh adanya kartu identitas anak tersebut. 

Padahal kartu identitas anak dapat dipergunakan untuk melakukan 

pengidentifikasi anak, jika terjadi bencana alam dan kasus lain seperti penculikan 

anak. Dalam hal ini anak yang sudah memiliki Kartu Identitas Anak akan lebih 

mudah untuk di identifikasi karena sudah memiliki tanda pengenal yang jelas.  

Oleh sebab itu masih banyaknya masyarakat yang belum memahami 

pentingnya kartu identitas anak guna perlindungan hak anak melalui identitas 

anak. Sehingga diperlukannya tindakan dari pemerintah daerah kabupaten langkat 

untuk terus menerus menginformasikan tentang pelayanan kartu identitas anak. 

Selain itu, kebijakan yang dilakukan oleh perangkat pemerintahan dari kecamatan 

hingga kelurahan sangat penting dalam memberikan pemahaman kepada 

masyarakat. 

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik memilih judul dalam 

penelitian ini yaitu : “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 

2016 Dalam Rangka Perlindungan Hak Anak di Kabupaten Langkat”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Peraturan 

Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Dalam Rangka Perlindungan Hak Anak 

di Kabupaten Langkat ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Dalam Rangka Perlindungan 

Hak Anak di Kabupaten Langkat. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

a) Aspek teoritis, penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Dalam 

Rangka Perlindungan Hak Anak di Kabupaten Langkat. 

b) Aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

masukan bagi mahasiswa untuk penelitian selanjutnya. 

c) Aspek akademis, hasil dari penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat 

untuk menempuh ujian sarjana Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 

1.5 Sistematika Penulisan  

 Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis dan konsisten agar 

dapat melihat dan mengkaji dari penelitian secara teratur dan sitematis, maka 

dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara satu bab dengan bab 

yang lainnya sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini yang akan diuraikan latar belakang  masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

serta sistematika penulisan. 
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BAB II  URAIAN TEORITIS 

 Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah pengertian 

implementasi, pengertian kebijakan publik, pengertian 

implementasi kebijakan publik, pengertian perlindungan 

hak anak, pengertian hak anak atas identitas diri 

BAB III PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

Dalam bab ini yang akan diuraikan Jenis Penelitian, 

Kerangka Konsep, Defenisi Konsep, Kategorisasi 

Penelitian , Informan Narasumber, Teknik Pengumpulan 

Data, Teknik Analisis Data, Lokasi Waktu Penelitian dan 

Ringkasan Objek Penelitian. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah hasil penelitian,  

  Deskripsi Narasumber, Deskripsi Hasil Wawancara   

  Berdasarkan Kategorisasi dan Pembahasan.  

BAB V  PENUTUP 

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran hasil 

penelitian. 
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BAB II 

URAIAN TEORITIS 

2.1 Pengertian Implementasi 

  Implementasi merupakan fenomena yang komplek yang mungkin dapat 

dipahami sebagai suatu proses, sebagai suatu keluaran (output), maupun sebagai 

suatu dampak (outcome). Misalnya implementasi dikonseptualisasikan sebagai 

suatu proses, atau serangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan agar 

keputusan-keputusan yang diterima oleh pemerintah bisa dijalankan. Dapat 

dikatakan bahwa implementasi merupakan serangkaian tindakan yang dijalankan 

dari keputusan-keputusan yang telah dibuat.  

  Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) menjelaskan 

makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa: memahami apa yang 

senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan 

merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan 

kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan 

Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun 

untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. 

  Menurut Mazmanian dan Sabatier (Waluyo, 2007:49) Implementasi adalah 

pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, 

namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif 

yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut 

mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan 
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atau sasaran yag ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau 

mengatur proses implementasinya.  

 Menurut Widodo (Sutojo, 2015:4) implementasi adalah suatu proses yang 

melibatkan sejumlah sumber-sumber daya yang didalamnya termasuk manusia, 

dana dan kemampuan operasional, oleh pemerintah maupun swasta (indivudu 

maupun kelompok) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh 

pembuat kebijakan. 

 Menurut Harsono (2002: 67) implementasi adalah suatu proses untuk 

melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam 

administrasi, pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu 

program. Hal itu ditegaskan oleh (Mulyadi, 2015:45) yang menyatakan bahwa 

implementasi merupakan proses mewujudkan program hingga memperlihatkan 

hasilnya. 

Menurut Gordon (Mulyadi, 2015:24) implementasi berkenaan dengan 

berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. 

Menurut Widodo (Syahida, 2014:10), implementasi berarti menyediakan 

sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan 

dampak/akibat terhadap sesuatu. 

Berdasarkan berbagai pendapat di atas tersebut dapat diketahui bahwa 

pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan 

kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau 

institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan 
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sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan 

tersebut 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan 

suatu rangkaian program yang dilakukan oleh pemerintah ataupun swasta untuk 

mencapai tujuan dengan dibuatnya keputusan atau kebijakan yang disepakati 

bersama. 

2.2 Pengertian Kebijakan 

  Kebijakan umumnya diartikan sebagai sebuah pedoman untuk bertindak. 

Dengan dibuatnya suatu kebijakan maka dapat mengarahkan suatu tindakan untuk 

mencapai sarana dan tujuan. Menjelaskan bagaimana cara pencapaian tujuan 

dengan menentukan petunjuk yang harus diikuti. Suatu kebijakan juga dibuat 

untuk menjamin konsistensi tujuan dan untuk menghindari keputusan yang 

berwawasan sempit dan berdasarkan kelayakan.  

  Menurut Adisasmita (2011:77) kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang 

harus dijadikan pedoman pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dari aparatur 

pemerintah sehingga mencapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan.  

  Adapun dari Wahab (2001:12) mengatakan bahwa kebijakan adalah 

tindakan – tindakan terpola yang mengarah pada tujuan yang disepakati dan bukan 

sekedar keputusan acak untuk melakukan sesuatu. Pentingnya tindakan terpola 

untuk mencapai suatu tujuan yang telah disepakati, dengan tindakan terpola tujuan 

yang akan dicapai mudah untuk didapat.  
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  Menurut Anderson (2014:8) dalam wahab kebijakan adalah sebagai 

langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor 

berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi, 

pemahaman bahwa kebijakan dapat berasal dari seorang pelaku atau sekelompok 

pelaku yang berisi serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu.    

  Dari pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu 

ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, petunjuk atau serangkaian 

tindakan yang terpola, bertugas pada pemerintah dan dijalankan oleh aparatur  

pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas - tugas pemerintah sehingga 

mencapai kelancaran dan keterpaduan demi mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan dan merupakan aktivitas pemerintah dalam memecahkan suatu 

masalah.  

2.3 Pengertian Kebijakan Publik 

  Menurut Dunn (2003:106) kebijakan public adalah suatu rangkaian 

pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat 

pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas-tugas pemerintahan, 

seperti pertanahan, keamanan, energy, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan 

masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain. 

  Menurut Carl Friedrich Kebijakan Publik yaitu sebuah usulan arah 

tindakan atau sebuah kebijakan yang diajukan oleh seseorang, kelompok, atau 

sebuah pemerintah agar untuk mengatasi suatu hambatan atau untuk 

memanfaatkan sebuah kesempatan pada sebuah lingkungan tertentu dalam rangka 

untuk mencapai suatu tujuan atau dapat merealisasikan suatu sasaran. 
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  Menurut Dye dalam Islamy (2007: 19) kebijakan publik sebagai apapaun 

yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan. Definisi ini 

menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” 

dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik 

semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga 

merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh dampak yang sama 

dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan 

serangkaian tindakan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah 

untuk memecahkan  masalah- masalah yang ada di public maupun pemerintah. 

2.4 Implementasi Kebijakan Publik 

  Dwijowijoto (2003:158) implementasi kebijakan publik adalah cara-cara 

sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan untuk mengimplementasikan kebijkan 

publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu : a) langsung 

mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau; b) melalui formulasi 

kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut 

  Menurut Winarno (2007:147) implementasi kebijakan publik sebagai 

tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan- tindakan 

ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi 

tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka 

melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang 
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ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi 

publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan 

  Menurut Abidin (2012: 07)  bahwa kebijakan publik adalah kebijakan dari 

pemerintah yang dapat dianggap sebagai kebijakan yang resmi, sehingga 

mempunyai kewenangan yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhinya. 

Sedangkan Subarsono (2005:17), bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang 

ditetapkan oleh badan dan aparat pemerintah  

  Pendapat para ahli lain yakni Agustino (2008:139), juga mengemukakan 

bahwa sebuah implementasi kebijakan publik merupakan suatu proses yang 

penerapan pelaksanaan kegiatan yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan 

yang dilakukan merupakan suatu aktivitas atau kegiatan dan pada akhirnya akan 

mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu 

sendiri. 

  Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan 

publik merupakan suatu proses kegiatan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat melalui kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. 

2.5 Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan  

  Menurut Tachjan (2008: 37) Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan Publik 

yaitu:  

a. Adanya program yang akan dilaksanakan, dapat menggambarkan atau 

mencerminkan secara menyeluruh mengenai arah, strategi dan sasaran 

yang ditempuh oleh setiap unit administratif dalam memecahkan 
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masalah-masalah yang berkembang, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran 

yang hendak dicapai;  

b. Target yang ingin dicapai dari program yang diterbitkan, kelompok 

masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima 

manfaat dari program tersebut, perubahan peningkatan 

c. Unsur pelaksana, baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung 

jawab dalam pengelolaan, pengawasan terhadap kebijakan yang 

diterbitkan.  

2.6 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Implementasi Kebijakan  

  Dwiyanto (2016:28) dalam Mulyadi menyebutkan bahwa 4 variabel yang 

sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: 1). 

Communication (komunikasi); merupakan saranan untuk menyebarluaskan 

informasi, baik dari atas kebawah maupun dari bawah ke atas. Untuk menghindari 

terjadinya distorsi informasi yang disampaikan atasan ke bawahan, perlu adanya 

ketetapan waktu penyampaian informasi, harus jelas informasi yang disampaikan, 

serta memerlukan ketelitian dan konsistensi dalam menyampaikan informasi. 2). 

Resources (sumber-sumber); sumber-sumber dalam implementasi kebijakan 

memegang peranan penting, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif 

bilamana sumber-sumber pendukungnya tidak tersedia. Sumber-sumber yang 

dimaksud adalah: a) Staf yang relatif cukup jumlahnya dan mempunyai keahlian 

dan keterampilan untuk melaksanakan kebijakan. b) Informasi yang memadai atau 

relevan untuk keperluan implementasi. c) Dukungan dari lingkungan untuk 

mensukseskan implementasi kebijakan. d) Wewenang yang dimiliki implementor 
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untuk melaksanakan kebijakan. 3) Dispotition or Attitude (sikap); berkaitan 

dengan bagaimana sikap implementor dalam mendukung suatu implementasi 

kebijakan. Seringkali para implementor bersedia untuk mengambil inisiatif dalam 

rangka mencapai kebijakan, tergantung dengan sejauh mana wewenang yang 

dimilikinya. 4) Bureaucratic Structure (struktur birokrasi); suatu kebijakan 

seringkali melibatkan beberapa lembaga atau organisai dalam proses 

implementasinya, sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antar 

lembagalembaga terkait dalam mendukung keberhasilan implementasi. 

2.7 Perlindungan Hak Anak 

  Perlindungan merupakan hak yang di dapatkan oleh setiap masyarakat 

dalam wilayah suatu negara yaitu berupa hak untuk mendapatkan atau 

memperoleh keamanan dan kenyamanan, sehingga masyarakat merasa tenang dan 

damai. 

  Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan 

kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi 

perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. 

Perlindungan anak merupakan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan 

demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan 

bernegara dan bermasyarakat. 

 Perlindungan hak Anak, antara lain sebagai berikut : (Djamil, 2013:16). 

1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara wajar dengan masayrakat lain sesuai dengan harkat 

dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari instansi 



15 
 

 
 

pemerintahan (baik kepolisian dll) dari tindak kekerasan dalam bentuk 

papun. 

2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status 

kewarganegaraan; 

3) Setiap anak berhak untuk tumbuh dan hidup dan beribadah menurut 

agama dan kepercayaannya serta berekspresi sesuai dengan usianya dan 

dalam bimbingan orang tua; 

a. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan 

diasuh oleh orang tua sendiri; 

b. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan 

sosial sesusai dengan standat prosedur rumah sakit, puskesmas 

maupun posyandu. 

c. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang 

layak dan perlakuan baik oleh guru dan tim pengajar dalam rangka 

pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan 

minat dan bakatnya; 

2.8 Hak Anak Atas Identitas Diri 

  Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan identitas 

kependudukan kepada seluruh penduduk yang berlaku secara nasional sebagai 

upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara dalam 

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sinambela, 2006 : 5). Kebijakan 

Penerbitan Kartu Identitas Anak karena Akte Kelahiran yang dimiliki oleh 

seorang anak tidaklah cukup, karena pada dasarnya akte kelahiran yang 
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diterbitkan hanya memberikan status kepada anak. Akta Kelahiran hanya 

menunjukkan keabsahan legalitas seseorang dan menunjukkan kewarganegaraan 

seseorang. Identitas seseorang dapat dibuktikan salah satunya dengan kartu 

identitas, tetapi pada saat ini nyatanya anak-anak dibawah usia 17 tahun belum 

memiliki kartu identitas yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan 

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). 

  Identitas diri dalam kamus besar bahasa Indonesia, merupakan ciri-ciri 

atau keadaan khusus seseorang. Identitas sebagai perasaan subjektif. Pada 

umumnya kedudukan seseorang dimulai pada saat ia dilahirkan dan akan berakhir 

pada saat ia meninggal. Peristiwa kelahiran sampai dengan kematian seseorang, 

akan membawa akibat-akibat hukum yang sangat penting tidak saja untuk yang 

bersangkutan sendiri, akan tetapi juga mantan isteri atau mantan suami dan anak-

anak mereka (Muhammad Joni 1999 :32) 

2.9 Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 

Dalam Rangka Perlindungan Hak Anak di Kabupaten Langkat 

   Pemerintah berkewajiban memberikan identitas kependudukan kepada 

seluruh penduduk warga Negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai 

upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara. Bahwa 

pemberian identitas kependudukan kepada anak akan mendorong peningkatan 

pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik 

bagi anak.  
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  Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 tentang 

Kartu Identitas Anak adalah untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan 

pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan 

hak konstitusional warga Negara dengan formulasi kalimat dalam Kartu Identitas 

Anak, memuat elemen data NIK, Nama, Jenis Kelamin, Golongan Darah, 

Tempat/Tanggal Lahir, Nomor Kartu Keluarga, Nama Kepala Keluarga, Nomor 

Akta Kelahiran, Agama, Kewarganegaraan, Alamat, Masa Berlaku, Tempat 

Penerbitan, Nomenklatur Dinas dan Nama serta Tanda Tangan Kepala Dinas.   
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode deskriftif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan 

masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar 

dengan  objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta. 

 Menurut Sugiono (2010:11) penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih 

(independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara satu 

dengan variable lain. 

 Metode Deskriptif Kualitatif hanyalah memaparkan situasi dan peristiwa. 

Penelitian dengan metode ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak 

menguji hipotesis, atau membuat prediksi dan hanya menganalisis kebenarannya 

berdasarkan fakta yang diperoleh. Dalam penelitian kualitatif, data dapat 

diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data 

yang bermacam-macaam dan dilakukan secara terus menerus tersebut 

mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Data yang diperoleh pada umumnya 

adalah data kualitatif, sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada 

polanya yang jelas. Oleh karena itu sering mengalami kesulitan dalam melakukan 

analisis. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif pada teorinya dilakukan 
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sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai 

dilapangan.  

3.2 Kerangka Konsep 

  Dalam pelaksanaan penelitian, kerangka konsep dibuat untuk 

mempermudah dalam penyusunan skripsi dan menjadikan penilaian lebih 

sistematis. Selain itu, kerangka konsep juga sebagai upaya untuk menjadikan 

penelitian lebih terarah.  

 Berdasarkan judul penelitian, maka batasan-batasan konsep yang dipakai 

dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Menteri Dalam 

Negeri no 2 Tahun 2016 

dalam Rangka Perlindungan 

Hak Anak di Kabupaten 

Langkat 

Terwujudnya tujuan dari 

kebijakan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri no 2 Tahun 2016 

dalam Rangka Perlindungan 

Hak Anak di Kabupaten 

Langkat untuk meningkatkan 

pendataan, perlindungan dan 

pelayanan publik serta sebagai 

upaya memberikan 

perlindungan dan pemenuhan 

hak konstitusional warga 

1. Tercapainya tujuan dalam 

memberikan pelayanan 

KIA 

2. Tindakan dalam 

memberikan pelayanan 

KIA 

3. Tersedianya program KIA 

4. Dampak/manfaat KIA 



20 
 

 
 

3.3 Definisi Konsep  

1) Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan 

menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi, 

pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program 

2) Kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan 

merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik 

semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan 

sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh 

dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan 

sesuatu. 

3) Implementasi kebijakan publik adalah cara-cara sebuah kebijakan dapat 

mencapai tujuan untuk mengimplementasikan kebijkan publik, ada dua 

pilihan langkah yang dilakukan yaitu : a) langsung 

mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau; b) melalui 

formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut 

4) Perlindungan merupakan hak yang di dapatkan oleh setiap masyarakat 

dalam wilayah suatu negara yaitu berupa hak untuk mendapatkan atau 

memperoleh keamanan dan kenyamanan, sehingga masyarakat merasa 

tenang dan damai. 

5) Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk 

menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan 

kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar 

baik fisik, mental dan sosial. 
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3.4 Kategorisasi Penelitian 

  Menurut Moleong (2006:252) kategorisasi berarti penyusunan kategori. 

Kategori adalah salah satu tumpukan dari seperangkat tumpukan yang disusun 

atas dasar fikiran, intuisi, pendapat, atau kriteria tertentu. Kategorisasi 

menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga 

diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk 

analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah : 

1. Tercapainya tujuan dalam memberikan pelayanan KIA 

2. Tindakan dalam memberikan pelayanan KIA 

3. Tersedianya program KIA 

4. Dampak/manfaat KIA 

3.5 Narasumber 

  Untuk melengkapi data-data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka 

dalam penelitian ini menggunakan individu sebagai narasumber. Narasumber atau 

informan adalah orang yang memberikan informasi yang diperlukan oleh peneliti 

dan berkompeten atau menguasai informasi yang diberikan, yaitu tentang 

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Dalam Rangka 

Perlindungan Hak Anak di Kabupaten Langkat . Adapun narasumber dalam 

penelitian ini berjumlah sebanyak 5 orang terdiri dari: 

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat 

Nama : Satria Hamdani S.Sos.,M.Ap 

Umur  : 40  

Jabatan: Kepala Bidang Pendaftaran Kependudukan 
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2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat  

Nama : Ahmad Zuhdi,S.Ag 

Umur : 49 

 Jabatan : Kepala Seksi Identitas Penduduk 

3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat 

Nama : Zahriana,S.Ag 

Umur : 49 

Jabatan: Kepala Seksi Pendataan Penduduk  

4. Masyarakat I 

Nama : Ponidi 

Umur : 27 

Jabatan: Wiraswasta  

5. Masyarakat II 

Nama : Hartono 

Umur : 35 

Jabatan: Wiraswasta 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a) Data Primer 

Data primer adalah pengumpulan data yang dilakukan atau diperoleh 

secara langsung dilapangan atau tempat penelitian melalui wawancara suatu 
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teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang diambil dari sumber 

data secara langsung melalui pertanyaan atau dialog dengan satu orang atau lebih, 

terkait objek penelitian.  

b) Data Sekunder 

  Data sekunder adalah teknik pengumpulan data lapangan dengan 

menghimpun dan mengalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, maupun 

elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan 

dipadukan membentuk suatu kajian yang sistematis, padu dan utuh. 

3.7 Teknik Anilisis Data 

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik 

analisis data kualitatif yaitu dengan menyajikan data yang dimulai dengan 

menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber data yang terkumpul, 

mempelajari data, menelaah, menyusunnya dalam satuan-satuan yang kemudian 

dikategorikan pada tahap berikutnya, dan memeriksa keabsahan data serta 

menafsirkannya dengan menganalisis sesuai dengan kemampuan daya nalar 

peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian. Penggunaan metode tersebut 

dengan mempertimbangkan bahwa penelitian ini berusaha untuk menggambarkan 

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Dalam Rangka 

Perlindungan Hak Anak di Kabupaten Langkat, dan mengambil kesimpulan 

berdasarkan jawaban yang diberikan narasumber. 

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah model interaktif 

yang dikembangkan oleh Miles dan Humberman yaitu: 
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a. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti 

untuk melakukan penggumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila 

dibutuhkan. 

b. Penyajian Data 

Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data, 

maka akan mempermudah peneliti untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan dalam data kualitatif adalah merupakan temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan ini sebagai hipotesis, dan bila 

didukung oleh data maka akan dapat menjadi teori.  

3.8  Waktu Dan Lokasi Penelitian 

Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat. Waktu penelitian Februari - April 2021. 
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3.9  Ringkasan Objek Penelitian 

a. Informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Langkat 

  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dibentuk berdasarkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan 

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat. Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kabupaten Langkat merupakan salah satu unsur pelaksana 

Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam menjalankan 

tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah. 

b. Visi, Misi dan Motto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Langkat 

1) Visi 

„„Menjadikan Langkat yang maju, sejahtera dan religius melalui 

Pengembangan Pariwisata dan Infrastruktur yang berkelanjutan‟‟ 

2) Misi 

Menciptakan Reformasi Birokrasi dalam mendukung penyelenggaraan 

sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih 

3) Motto 

Melayani, Transparan dan Akuntabel 
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c. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat 

 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat dibentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

Perangkat Daerah Kabupaten Langkat. Sedangkan tugas dan fungsinya diuraikan 

dalam Peraturan Bupati Langkat Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat. 

1. Kepala Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Langkat 

Kepala Dinas mempunyai fungsi 

a) Penyiapan Renstra, Renja dan Lakip Dinas kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 

b) Perumusan dan melaksanakan kebijakan pembinaan dan pelaksanaan 

tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil 

c) Penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang kependudukan 

dan pencatatan sipil 

d) Pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kependudukan dan 

pencatatan sipil 

e) Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang 

kependudukan dan pencatatan sipil 

f) Pelaksanaan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan 

di bidang kependudukan dan pencatatan sipil 
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g) Pelaksanaan pembinaan pegawai di Lingkungan Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil 

h) Penyiapan penilaian terhadap bawahannya berdasarkan sasaran kerja 

setiap tahunnya 

i) Pelaksanaan tugas-tugas yan diberikan oleh Bupati sesuai tugas pokok 

dan fungsi 

j) Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang 

tugas dan fungsinya kepala Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

2. Sekretariat 

Sekretariat mempunyai fungsi 

a) Pengkoordinasian dan penyusunan program dan anggaran 

b) Pelaksanaan pengelolaan keuangan 

c) Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, penataan 

Barang Milik Daerah dan Barang Milik Negara 

d) Pengelolaan urusan kepegawaian 

e) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi 

a) Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk 

b) Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk 

c) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan 

pendaftaran penduduk 
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d) Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk 

e) Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk 

f) Pelaksanaan pengarsipan dan pendokumentasian hasil pelayanan 

pendaftaran penduduk 

g) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk 

4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi 

a) Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil 

b) Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil 

c) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan 

pencatatan sipil 

d) Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil 

e) Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil 

f) Pelaksanaan pencatatan, pengarsipan dan pendokumentasian hasil 

pelayanan pencatatan sipil 

g) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil 

5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan 

Pemanfaatan Data 

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan 

Pemanfaatan Data mempunyai fungsi 

a) Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi dan 

pemanfaatan data yang meliputi sistem informasi administrasi 
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kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta 

kerjasama dan inovasi pelayanan 

b) Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan dan pemanfaatan data yang meliputi sistem administrasi 

kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta 

kerjasama dan inovasi pelayanan 

c) Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang 

meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan 

penyajian data kependudukan serta kerjasama dan inovasi pelayanan 

d) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi 

administrasi kependudukan dan pemanfaatan data 

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai fungsi 

a) UPTD adalah pelaksana teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis 

operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

b) UPTD dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 

c) Pengaturan tentang UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 

mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas 

dan fungsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daera sesuai 

dengan Peraturan Perundangan-Undangan 
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d) Struktur Organisasi  

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat diuraikan sebagai berikut: 

a. Kepala Dinas  

b. Sekretaris terdiri dari: 

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri dari: 

1. Seksi Identitas Penduduk 

2. Seksi Pindah Datang Penduduk 

3. Seksi Pendataan Penduduk 

d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri dari: 

1. Seksi Kelahiran 

2. Seksi Perkawinan dan Perceraian 

3. Seksi Perubahan Status Anak, Pewaranegaraan dan Kematian 

e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan 

Pemanfaatan Data terdiri dari: 

1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 

2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 

3. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan 

f. Unit Pelayanan Teknis Dinas 

g. Kelompok Jabatan Fungsional 
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 Gambaran pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat dapat dilihat dalam bagan 

struktur organisasi seperti pada bagan berikut ini: 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian  

 Dalam bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh selama 

dilapangan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan 

komunikasi langsung bersama para narasumber yang berwenang untuk menjawab 

pertanyaan yang kemudian ditarik kesimpulan. Analisis ini terfokus pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat. Sumber data dari 

penelitian ini adalah 5 orang yang terdiri dari 3 orang dari Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat dan 2 masyarakat yang memperoleh 

pelayanan Kartu Identitas Anak.  

 Untuk mendukung perolehan data maka akan dideskripsikan atau dengan 

kata lain akan menjelaskan hasil wawancara tertutama yang terkait dengan tingkat 

karakteristik jawaban narasumber.   

4.1.1 Deskripsi Narasumber   

 Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dilapangan terhadap 

narasumber dapat dikelompokan data- data yang berkaitan dengan kategori 

menurut jenis kelamin, umur, dan pekerjaan. Sehingga dapat memudahkan dalam 

pendistribusian berdasarkan objek penelitian.   

 Karakteristik dan jawaban narasumber yang digunakan sebagai sumber 

informasi dan data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis 

sebagaimana penjelasan yang akan diuraikan sebagai berikut :  
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a. Distribusi Narasumber menurut Jenis Kelamin  

 Narasumber hanya dikelompokkan menjadi dua yaitu narasumber yang 

berjenis kelamin laki - laki dan perempuan.  

Pada tabel berikut disajikan presentase untuk masing – masing kategori sebagai 

berikut :  

Tabel 4.1 

Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Frequensi Persentase (%) 

1 Laki-Laki 4 80% 

2 Perempuan 1 20% 

 Jumlah 5 100% 

Sumber : Data wawancara Tahun 2021 

 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa narasumber dalam penelitian 

ini berjenis kelamin laki - laki dengan frekuensi sebanyak 4 orang dan perempuan 

1 orang dengan persentase 100%.  

b. Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur  

 Distribusi narasumber berdasarkan umur dikelompokkan menjadi tiga 

kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 20 - 29 tahun, umur 30 - 39 

taumur 40 - 49 tahun. Pada tabel dibawah ini akan di jelaskan frekuensi dan 

persentase masing - masing kategori umur sebagai berikut :  
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Tabel 4.2 

Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur 

No Umur Frequensi Persentase (%) 

1 20-29 Tahun 1 20% 

2 30-39 Tahun 1 20% 

3 40-49 Tahun 3 60% 

 Jumlah 5 100% 

Sumber : Data wawancara Tahun 2021 

 Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat kita lihat bahwa mayoritas narasumber 

berumur mulai dari 40-49 tahun dengan frekuensi 3 orang atau 60%. Begitu 

halnya dengan umur 30-39 tahun dengan frekuensi 1 orang atau 20% dan umur 

20-29 tahun dengan frekuensi 1 orang atau 20%. 

c. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan  

 Narasumber yang akan diwawancara di ketegorikan berdasarkan pekerjaan 

yang dimilikinya. Pekerjaan narasumber terdiri dari dua kelompok pekerjaan yaitu 

pegawai negeri sipil dan wiraswasta . Pada tabel dibawah ini akan dijelaskan 

frekuensi untuk masing - masing sebagai berikut :   
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Tabel 4.3 

Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan 

No Pekerjaan Frequensi Persentase (%) 

1 Pegawai Negeri Sipil 3 60% 

2 Wiraswasta 2 20% 

 Jumlah 5 100% 

Sumber : Data wawancara Tahun 2021 

 Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber  bekerja 

sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan frekuensi 3 orang atau 60% dan sebagai 

Wiraswasta  dengan frekuensi 2 atau 40%.   

4.1.2  Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi  

a. Tercapainya tujuan dalam memberikan pelayanan Kartu Identitas Anak   

 Tujuan penerbitan pelayanan KIA yang dilakukan oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat yaitu untuk 

meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya 

memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.  

 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 9 

April 2021 Pukul 09.00 WIB dengan bapak Satria Hamdani S.Sos M.AP selaku 

Kepala Bidang Pendaftaran Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Langkat,  beliau mengatakan bahwa "Pendataan identitas anak 

yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat 
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sangat baik terkait pelayanan penerbitan Kartu Identitas Anak, Kartu Identitas 

diterbitkan jika seorang anak sudah memiliki Akta Kelahiran. Saat ini jumlah 

penduduk yang berumur 0-17 tahun sesuai Database berjumlah 281.343 anak. 

Sedangkan jumlah Kartu Identitas Anak yang telah diterbitkan hingga Bulan April 

berjumlah 56.736 atau 20,17%. Dengan adanya Kartu Identitas Anak maka hak 

anak dapat dilindungi karena fungsi dari Kartu Identitas Anak itu sendiri, 

mempermudahkan anak-anak dalam membawa identitas dirinya tanpa harus 

membawa Akte Kelahiran yang besar, dengan begitu anak-anak dapat membuka 

buku tabungan, proses imigrasi seperti membuat paspor karena di Kartunya sudah 

tertera nomor Akte Kelahiran. 

 Pelayanan yang diberikan untuk penerbitan Kartu Identitas Anak di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, setiap orang yang 

membuat akte kelahiran maka akan langsung mendapatkan Kartu Identitas Anak. 

Dan yang belum memilki KIA tetapi sudah memiliki akte cukup dengan mengisi 

formulir permohonan penerbitan KIA serta melengkapi fotokopi Akte 

Kelahiran,KK (Kartu Keluarga),KTP OrangTua serta melengkapi Pas Photo 

ukuran 3x4 2 lembar untuk anak diatas 5 tahun  dan anak 0-5 tahun tidak perlu 

menggunakan Pas Photo serta anak kelahiran tahun ganjil berlatarbelakang merah 

dan anak kelahiran genap berlatarbelakang biru.  

 Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jumat 

tanggal 9  April 2021 Pukul 09.40 WIB dengan bapak Ahmad Zuhdi, selaku 

Kepala Seksi Identitas Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Langkat, beliau mengatakan bahwa " Pendataan untuk Kartu Identitas 
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Anak di Kabupaten Langkat sudah cukup banyak disosialisasikan baik melalui 

media online pusat ataupun rekan-rekan yang berada di 23 Kecamatan di 

Kabupaten Langkat dan setiap kecamatan sudah memiliki koordinator untuk 

pendataan Kartu Identitas Anak. Selama ini anak dilindungi melalui Akte 

Kelahiran, tetapi pada saat sekarang pemerintah lebih fleksibel dengan 

menerbitkan kartu Identitas Anak. Dengan adanya KIA ini mempermudah anak-

anak untuk membawa identitas dimanapun mereka berada, dan lebih bermanfaat 

jika terjadi sesuatu kepada anak ketika berada diluar rumah maka akan lebih 

mudah untuk dapat mengetahui identitas anak tersebut. Pelayanan penerbitan 

Kartu Identitas Anak sudah cukup luar biasa dikarenakan pihak Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah bekerjasama kepada TK/PAUD untuk 

dapat menjadikan KIA sebagai syarat agar dapat masuk ke sekolah tersebut. Pada 

saat ini kerjasama itu hanya ditingkat PAUD/TK. 

 Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa 

tanggal 13 April 2021 Pukul 10.10 dengan Ibu Zahriana selaku Kepala Seksi 

Pendataan Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Langkat beliau mengatakan bahwa " Sejauh ini, untuk pendataan anak di 

Kabupaten Langkat sudah baik serta dalam memberikan pelayanan Kartu Identitas 

Anak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat telah 

memberikan pelayanan yang terbaik dengan cara menjemput bola kepada 

masyarakat.  

 Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa 

tanggal 13 April 2021 Pukul 13.20 dengan Bapak Hartono selaku masyarakat 
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beliau mengatakan bahwa " Kartu Identitas Anak sangat penting dimiliki oleh 

anak karena ini merupakan bentuk identitas resmi anak yang sah, serta pemerintah 

meringankan langkah masyarakat dengan cara menjemput bola kepada 

masyarakat untuk pengurusan administrasi kependudukan khususnya KIA.  

 Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu 

Tanggal 14 April 2021 Pukul 09:47 dengan Bapak Ponidi selaku masyarakat 

beliau mengatakan bahwa “sejauh ini pendataan terkait Kartu Identitas Anak 

didapatkan di Sekolah anaknya dan pihak sekolah mewajibkan anak-anak 

memiliki KIA, menurutnya dengan adanya KIA ini hak anak dapat dilindungi 

karena anak dapat membawa identitas diri kemanapun mereka berada serta 

pelayanan yang diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam 

pelayanan penerbitan KIA sudah cukup baik, apalagi pada saat sekarang ini bisa 

melalui WhatsApp. 

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan dalam penerbitan Kartu 

Identitas Anak di Kabupaten Langkat sudah berjalan dengan baik dan dapat 

dirasakan oleh masyararakat. Akan tetapi tidak semua masyarakat memiliki Kartu 

Identitas Anak dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui akan 

pentingnya Kartu Identitas Anak bagi anak.Tetapi pihak Dinas Kependudukan 

Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat akan terus melaksanakan program ini 

karena mengingat program ini sangat penting bagi anak. 

 b. Tindakan dalam memberikan Pelayanan KIA  
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 Penerbitan pelayanan KIA di Kabupaten Langkat dilakukan dengan 

beberapa tindakan seperti melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 

Untuk dapat melaksanakan tindakan dalam memberikan pelayanan KIA di 

Kabupaten Langkat dibutuhkan kerjasama, sosialisasi dan pelayanan terus 

menerus antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan masyarakat 

agar pelayanan KIA dapat dilaksanakan dengan baik di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat. 

 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 9 

April 2021 Pukul 09.00 WIB dengan bapak Satria Hamdani S.Sos M.AP selaku 

Kepala Bidang Pendaftaran Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Langkat,  beliau mengatakan bahwa "Dengan melakukan 

sosialisasi kepada masyarakat maka akan memberikan pengetahuan tentang 

pentingnya KIA bagi anak, karena seluruh anak harus mempunyai Akte Kelahiran 

terlebih dahulu , maka dari itu tugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten untuk terus melakukan sosialisasi guna berharap masyarakat 

mengajukan permohonan pembuatan Akte Kelahiran serta menghimbau 

masyarakat yang belum mempunyai Akte Kelahiran agar segera mengajukan 

permohonan Akte Kelahiran guna mendapatkan Kartu Identitas Anak juga. 

 Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jumat 9  

April 2021 Pukul 09.40 WIB dengan bapak Ahmad Zuhdi, selaku Kepala Seksi 

Identitas Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Langkat, beliau mengatakan bahwa " Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Langkat memberikan status hukum kepada masyarakat terutama anak 
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dibawah 17 tahun agar memiliki kekuatan hukum melalui penerbitan KIA dengan 

diterbitkannya terlebih dahulu Akte Kelahiran. Pengawasan dalam penerbitan KIA 

dilakukan secara berjenjang, (Nasional,Provinsi,Kabupaten/Kota,Kecamatan).   

 Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari Selasa 

tanggal 13 April 2021 Pukul 10.10 dengan Ibu Zahriana selaku Kepala Seksi 

Pendataan Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Langkat, beliau mengatakan bahwa " Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Langkat melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui pihak 

kecamatan ataupun desa untuk dapat memberikan pengetahuan akan pentingnya 

manfaat Kartu Identitas Anak. Tak hanya itu, Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil juga melakukan pengawasan dan pengarahan untuk mengecek 

data masuk dan keluar dalam penerbitan KIA tiap harinya.  

 Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari Selasa 

tanggal 13 April 2021 Pukul 13.20 dengan Bapak Hartono selaku masyarakat , 

beliau mengatakan bahwa „„ Dengan cara menyebarkan brosur online, maka akan 

semakin membuat masyarakat mengetahui manfaat pentingnya Kartu Identitas 

Anak‟‟.  

 Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari Rabu 

Tanggal 14 April 2021 Pukul 09:47 dengan Bapak Ponidi selaku masyarakat, 

beliau mengatakan bahwa „„ Dengan adanya sosialisasi yang diberikan pihak 

sekolah anak kepada orangtua murid maka akan membuat masyarakat mengetahui 

manfaat dari Kartu Identitas Anak. Dalam hal ini, Dinas Kependudukan dan 
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pencatatan Sipil bekerjasama dengan salah satu sekolah untuk dapat memberikan 

pengetahuan akan pentingnya manfaat KIA.   

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tindakan dalam pelayanan 

penerbitan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Langkat sudah berjalan akan tetapi 

belum maksimal, dikarenakan belum meluasnya informasi ataupun sosialisasi 

yang diberikan terkait pentingnya kepemilikian Kartu Identitas Anak kepada 

masyarakat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat. 

c. Tersedianya Program KIA 

 Salah satu indikator terimplementasinya kebijakan adalah tersedianya 

program untuk mewujudkan pelayanan KIA di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil. 

 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 9 

April 2021 Pukul 09.00 WIB dengan bapak Satria Hamdani S.Sos M.AP selaku 

Kepala Bidang Pendaftaran Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Langkat, beliau mengatakan bahwa " untuk saat ini terdapat 2 

program yang tersedia dalam penerbitan Kartu Identitas Anak yaitu (Anak Lahir 

Dapat KK,KIA dan Akta) ALDAKITA, (Urus Satu Dapat Tiga) RATUPATI 

bekerja sama dengan Rumah sakit Umum TanjungPura, jika seseorang melahirkan 

di Rumah Sakit tersebut maka akan medapatkan Data di Kartu Keluarga, Akta 

Kelahiran beserta KIA yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Langkat dan bekerjasama dengan (Himpunan Anak Usia Dini)   

HINPAUDI Kabupaten Langkat. Tidak hanya 2 program saja, Dinas 
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Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga menyediakan Mobil Pelayanan Keliling 

guna menjemput masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan 

seperti salahsatunya KIA.  Tetapi hanya 1 unit mobil pelayanan keliling yang 

disediakan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Langkat.  

 Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jumat 

9  April 2021 Pukul 09.40 WIB dengan bapak Ahmad Zuhdi, selaku Kepala Seksi 

Identitas Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Langkat, beliau mengatakan bahwa " agar mempermudah masyarakat dalam 

permohonan penerbitan KIA, maka program yang dilakukan Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten langkat yaitu dengan media online ‟‟ 

 Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa 

tanggal 13 April 2021 Pukul 10.10 dengan Ibu Zahriana selaku Kepala Seksi 

Pendataan Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Langkat, beliau mengatakan bahwa " media onlie dijadikan sebagai salahsatu cara 

yang ampuh dalam memberikan pelayanan penerbitan KIA, dengan menyebarkan 

brosur online yang langsung tertera nomor WhatsApp, hal ini dapat menunjang 

meluasnya informasi Kartu Identitas Anak kepada seluruh masyarakat Kabupaten 

Langkat.  

 Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa 

tanggal 13 April 2021 Pukul 13.20 dengan Bapak Hartono, beliau mengatakan 

bahwa " sejauh ini pelayanan yang diberikan untuk penerbitan KIA dapat secara 

langsung maupun online melalui WhatsApp‟‟.  
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 Sama halnya wawancara yang dilakukan pada hari  Rabu Tanggal 14 April 

2021 Pukul 09:47 dengan Bapak Ponidi selaku masyarakat, beliau mengatakan 

bahwa" selama ini beliau tidak mengetahui adanya program yang dilakukan 

karena memang informasi yang ada sangat minim terkait program apa yang 

dilakukan untuk meningkatkan pelayanan KIA‟‟ 

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program dalam penerbitan 

Kartu Identitas Anak sudah tersedia akan tetapi dalam pelaksanaannya belum 

efektif dikarenakan minimnya kerjasama yang dilakukan oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

d. Dampak/Manfaat KIA   

 Terimplementasinya sebuah kebijakan tentu harus disertai dengan manfaat 

yang dirasakan oleh masyarakat. Adapun manfaat Kartu Identitas Anak yaitu 

sebagai identitas resmi diri anak, perlindungan anak dan sebagai pelayanan publik 

untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak.  

 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 9 

April 2021 Pukul 09.00 WIB dengan bapak Satria Hamdani S.Sos M.AP selaku 

Kepala Bidang Pendaftaran Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Langkat, beliau mengatakan bahwa " Dengan adanya kartu 

identitas anak, seorang anak dibekali identitas dimanapun mereka berada karena 

KIA memiliki fungsi yang sama seperti KTP. Dalam hal ini, Kartu Identitas Anak 

memiliki manfaat yang besar untuk kehidupan sehari-hari bagi anak serta Kartu 

Identitas Anak juga dapat memberikan perlindungan atas identitas anak seperti 
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mencegah terjadinya perdagangan anak, karena anak sudah memiliki identitas 

resmi oleh Kartu Identitas Anak.  

 Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jumat 

9  April 2021 Pukul 09.40 WIB dengan bapak Ahmad Zuhdi, selaku Kepala Seksi 

Identitas Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Langkat, beliau mengatakan bahwa " KIA dibuat oleh pemerintah berdasarkan 

payung hukum, salahsatunya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016. 

Sesuai kedudukan dari Kartu Identitas Anak, fungsi dari KIA ditujukan untuk 

memberikan perlindungan kepada anak melalui identitas anak seperti dibidang 

imigrasi, pendidikan, perbankan, kesehatan. Tetapi pada nyatanya, bentuk 

kerjasama yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan 

bidang tersebut tidak berjalan dengan baik.   

 Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa 

tanggal 13 April 2021 Pukul 10.10 dengan Ibu Zahriana selaku Kepala Seksi 

Pendataan Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Langkat, beliau mengatakan bahwa " Manfaat Kartu Identitas Anak dalam 

memberikan perlindungan hak anak ialah dalam hal pengambilan BLT (bantuan 

Langsung Tunai), Pendaftaran Sekolah dan proses pembuatan paspor. Dalam hal 

ini, anak memiliki legalitas data yang didasarkan hukum yang kuat oleh Negara 

serta pemerintah ingin masalah perdagangan anak tidak sembarangan terjadi, 

karena anak tersebut sudah mempunyai identitas resmi‟‟. 
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 Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa 

tanggal 13 April 2021 Pukul 13.20 dengan Bapak Hartono, beliau mengatakan 

bahwa " untuk manfaat KIA dibidang pendidikan sudah dirasakan, seperti untuk 

pendaftaran sekolah anak di TK harus mempunyai KIA dan untuk mencegah 

terjadinya perdagangan anak belum dirasakan, beliau juga berharap bahwa KIA 

ini dapat memberikan perlindungan hak kepada anak khsusunya mencegah 

terjadinya perdagangan anak‟‟.  

 Sama halnya wawancara yang dilakukan pada hari  Rabu Tanggal 14 April 

2021 Pukul 09:47 dengan Bapak Ponidi selaku masyarakat, beliau mengatakan 

bahwa" sejauh ini manfaat kartu identitas anak hanya untuk mendaftarkan anak 

kesekolah, tetapi beliau berharap KIA dapat lebih berkembang di tengah 

masyarakat karena merupakan identitas resmi anak yang sah‟‟. 

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manfaat penerbitan Kartu 

Identitas Anak di Kabupaten Langkat sudah dapat dirasakan oleh sebagian 

masyarakat saja, tidak seluruh masyarakat merasakan manfaat kartu identitas anak 

dikarenakan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat hanya sebatas untuk 

pendaftaran sekolah anak saja.  .  

4.2 Pembahasan  

a. Tercapainya tujuan dalam memberikan pelayanan KIA  

 Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan pendataan kepada 

anak, memenuhi hak konstitusi anak dan juga sebagai identitas resmi diri anak 

yang diberikan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
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Langkat. Untuk mencapai hasil yang optimal diperlukan kerjasama dan sosialisasi 

kepada masyarakat umum dalam mengajak masyarakat untuk mengurus kartu 

identitas anaknya. Adanya tujuan dalam memberikan pelayanan KIA yang 

dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat 

yaitu sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat akan penerbitan Kartu 

Identitas Anak guna untuk melindungi hak anak melalui Kartu Identitas Anak. 

 Dalam penelitian ini, diketahui bahwa tujuan yang telah dicapai dari 

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Dalam 

Rangka Perlindungan Hak Anak Di Kabupaten Langkat belum maksimal, 

dikarenakan dalam pelayanan penerbitan Kartu Identitas Anak Pada April 2021 

hanya 20,17% dari 100% dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum 

mengetahui tentang pentingnya kartu identitas anak tersebut. 

 Kendala yang dihadapi masyarakat dalam pembuatan kartu identias anak 

adalah sebagai berikut : 1. Kartu identitas anak dianggap tidak penting oleh 

sebagian warga masyarakat karena masih banyak yang belum mengetahui tentang 

penerapan kartu identitas anak (KIA) tersebut. Oleh karena itu masyarakat masih 

enggan untuk membuat kartu identitas anak tersebut 2. Sebagaimana kita ketahui 

bahwa sampai saat ini sosialisasi akan program kartu identitas anak (KIA) ini juga 

sangat minim dan masyarakat hampir tidak memiliki keinginan untuk mengurus 

Kartu Identitas Anak. Kondisi demikian tentunya menjadi salah satu ancaman dan 

kendala akan berjalannya kebijakan pemerintah tersebut. 3. Kartu identitas anak 

tersebut tidak memiliki alasan yang kuat untuk diterapkan sehingga banyak para 
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orang tua masih tidak peduli dengan kartu tersebut. 4. Karena kartu identitas anak 

(KIA) belum di wajibkan. 

 Menurut Widodo (Sutojo, 2015:4) mengatakan bahwa, “implementasi 

adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber-sumber daya yang 

didalamnya termasuk manusia, dana dan kemampuan operasional, oleh 

pemerintah maupun swasta (individu maupun kelompok) untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan” 

 Berdasarkan pendapat diatas bahwa dalam memberikan pelayanan kartu 

Identitas Anak pemerintah Kabupaten Langkat belum maksimal dan efektif dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat 

yang belum memperoleh KIA. 

b. Tindakan dalam memberikan pelayanan KIA 

 Sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja tanpa dilakukan 

tindakan. Tindakan  kebijakan dilakukan untuk dapat memberikan solusi terhadap 

permasalahan yang terjadi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Dalam hal ini dibutuhkan kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil dengan masyarakat agar pelayanan KIA dapat dilaksanakan dengan baik di 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat. Kerjasama yang 

dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat 

adalah dengan menjalin komunikasi dan berkoordinasi dengan masyarakat agar 

dapat memaksimalkan pelayanan penerbitan Kartu Identitas Anak.  
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 Faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan seperti perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi. Dalam perencanaan disusun beberapa program antara 

lain Mobil Keliling, ALDAKITA (Anak Lahir Dapat KK, Akta, KIA), 

RATUPATI (URUS SATU DAPAT TIGA). Program mobil keliling dilaksanakan 

di 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat yaitu babalan, bahorok, batang 

serangan, brandan barat, besitang, binjai, gebang, hinai, kuala, kutambaru, padang 

tualang, pangkalan susu, pematang jaya, salapian, sawit seberang, secanggang, sei 

bingei, sei lepan, selesai, sirapit, stabat, tanjung pura dan wampu. Mobil keliling 

didaerah-daerah tersebut sudah memiliki jadwal yang berbeda-beda untuk 

beroperasi.  

 Program ALDAKITA (Anak Lahir Dapat KK, Akta, KIA) hanya 

dilaksanakan di Kecamatan TanjungPura yang bekerjasama dengan RSUD 

TanjungPura. ALDAKITA merupakan program dari pemerintah kabupaten 

langkat untuk dapat meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan 

khususnya penerbitan KIA. Program RATUPATI (Urus Satu Dapat Tiga) 

merupakan program pemerintah Kabupaten Langkat untuk masyarakat, dimana 

masyarakat yang melakukan pengurusan perubahan KK langsung dapat 3 data 

identitas yaitu (KK,AKTA,KIA) tetapi program ini hanya dilaksanakan di Kantor 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat. 

 Evaluasi dalam 3 program tersebut dilaksanakan oleh Dinas 

Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Langkat selama 6 bulan sekali 

atau sama dengan 1 Tahun melaksanakan 2 kali evaluasi untuk program Mobil 

keliling, Aldakita dan Ratupati.  
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 Menurut Harsono (2002:67) implementasi adalah suatu proses untuk 

melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari kebijakan politik 

kedalam administrasi, pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan 

suatu program.   

 Berdasarkan pendapat diatas bahwa tindakan dalam memberikan 

pelayanan kartu identitas anak yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat bersama masyarakat terkait meningkatkan 

pengetahuan akan manfaat KIA di Kabupaten Langkat belum dapat dilaksanakan 

dengan efektif.  

c. Tersedianya program KIA  

 Program merupakan modal dasar dalam terimplementasinya sebuah 

kebijakan. Sikap dan karakteristik dari para pelaksanaan peraturan dalam 

menyikapi suatu kebijakan merupakan faktor yang tidak dapat dikesampingkan. 

Jika para pelaksana peraturan setuju dengan isi suatu kebijakan, dan dalam hal ini 

berarti dengan tersedianya program, kemungkinan besar mereka akan 

melaksanakannya sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan.  

 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki 3 program guna 

meningkatkan pelayanan penerbitan kartu identitas anak, yakni Mobil Keliling, 

ALDAKITA (Anak Lahir Dapat KK,Akta,KIA) dan RATUPATI (Urus Satu 

Dapat Tiga). Selain itu, membuat kerja sama dengan pihak-pihak sekolah yang 

ada dibeberapa Kabupaten Langkat yakni, Kecamatan TanjungPura, Bahorok, 

Binjai, Hinai, Stabat, Selesai, Secanggang hanya jenjang TK/PAUD saja. 
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Kedepannya akan melakukan kerja sama dengan pihak lain khususnya ketika 

berbelanja di toko-toko atau tempat yang bermitra dengan pemerintah daerah 

seperti toko buku agar mendapatkan diskon ketika berbelanja. 

 Mobil Pelayanan Keliling merupakan suatu program Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil untuk menjemput bola guna memenuhi kebutuhan 

masyarakat terkait administrasi kependudukan. Mobil pelayanan keliling ini 

diterjunkan di 23 Kecamatan yang berada di kabupaten langkat, yakni babalan, 

bahorok, batang serangan, brandan barat, besitang, binjai, gebang, hinai, kuala, 

kutambaru, padang tualang, pangkalan susu, pematang jaya, salapian, sawit 

seberang, secanggang, sei bingei, sei lepan, selesai, sirapit, stabat, tanjung pura 

dan wampu. Pelayanan yang diberikan oleh mobil pelayanan keliling sama halnya 

pelayanan yang diberikan di kantor Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil. 

Mobil pelayanan keliling yang disediakan oleh pemerintah kabupaten langkat 

dengan melaksanakan tugasnya secara bergantian di beberapa kecamatan yang ada 

di kabupaten Langkat. Mobil Pelayanan Keliling tidak memiliki jadwal tertulis 

untuk pelayanan keliling.    

 ALDAKITA (Anak Lahir Dapat KK, KIA dan Akta) merupakan program 

pelayanan penerbitan Dokumen Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat yang bekerjasama dengan RSUD Tanjung 

Pura. Maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk Penerbitan 

Biodata Penduduk dan Penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak (KIA) 

dan Akta Kelahiran, penduduk yang berdomisili di Kabupaten Langkat dalam 

rangka peningkatan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0-17 tahun 
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sekaligus peningkatan kualitas pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung 

Pura Kabupaten Langkat. Semua Dokumen Administrasi Kependudukan yang 

diterbitkan dalam perjanjian Kerjasama ini baik berupa Biodata Penduduk Kartu 

Keluarga, Kartu Identitas Anak (KIA) dan Akta Kelahiran bersifat gratis tanpa 

dipungut biaya. 

 RATUPATI (Urus Satu Dapat Tiga) merupakan program pelayanan 

penerbitan Dokumen Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Langkat. Masyarakat yang melakukan pengurusan dokumen KK, akan 

langsung mendapatkan 3 dokumen sekaligus seperti KK, Akta dan KIA. Program 

ini dibuat untuk meningkatkan pendataan identitas kependudukan kepada 

masyarakat guna menjamin hak-hak warga Negara yang sah atas kepastian 

hukum. 

 Kerjasama dengan pihak ketiga dimungkinkan dalam penerbitan pelayanan 

kartu identitas anak (KIA) untuk memaksimalkan pemanfaatan kartu identitas 

anak (KIA) dan memberikan nilai tambah. Kerjasama yang dimaksud adalah 

kemitraan bisnis yang bergerak dalam bidang tempat bermain anak, rumah makan, 

taman bacaan, toko buku, tempat rekreasi, usaha ekonomi lainnya. Untuk 

mempermudah para orangtua agar mengetahui bagaimana penjelasan yang 

lengkap terhadap pemberlakuan kartu identitas anak tersebut (KIA). Sehingga 

tidak muncul polemik dan perdebatan baik dari masyarakat yang tidak tahu 

tentang kartu identitas anak tersebut dan bagaimana kegunanaan kartu identitas 

anak tersebut. 
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 Dalam pelaksanaan program yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat belum dapat dilaksanakan secara efektif 

karena berdasarkan wawancara yang didapat tidak semua masyarakat mengetahui 

adanya program tersebut yang dibuat oleh pemerintah. 

 Dwijowijoto (2003:158) implementasi kebijakan publik adalah cara-cara 

sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan untuk mengimplementasikan kebijkan 

publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu : a) langsung 

mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau; b) melalui formulasi 

kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut. 

 Berdasarkan pendapat diatas bahwa tersedianya program kartu identitas 

anak yang ada belum dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat.  

d. Dampak/Manfaat KIA    

 Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 dalam 

Rangka Perlindungan Hak Anak di Kabupaten Langkat memiliki dampak/manfaat 

dari kartu identitas anak tersebut. Manfaat kartu identitas anak tersebut yaitu 

sebagai identitas resmi diri anak, perlindungan anak dan sebagai pelayanan publik 

untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak.  

 Dalam hal ini, tidak seluruh masyarakat merasakan manfaat dari Kartu 

Identitas Anak dikarenakan beberapa faktor yakni faktor internal dan eksternal. 

Faktor internal, yaitu : a. Kurangnya sarana dan prasarana dan Kurangnnya 

anggaran yang di anggarkan pemerintah. Faktor eksternal a. Kurangnya sosialisasi 
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dari pemerintah terhadap program KIA b. Masih banyak masyarakat yang 

menganggap KIA ini tidaklah penting c. Adanya akta masih dianggap sudah 

cukup untuk identitas anak. 

 Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) menjelaskan 

makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa: memahami apa yang 

senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan 

merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan 

kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan 

Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun 

untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. 

 Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat belum 

dapat merasakan manfaat KIA dikarenakan masih sedikit masyarakat yang 

mengurus dan memperoleh Kartu Identitas Anak.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan  

 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Tentang Kartu 

Identitas Anak merupakan salahsatu bentuk kepedulian pemerintah terhadap 

perlindungan hak-hak warga Negara akan identitas. Identitas diperlukan guna 

melindungi warga Negara atas identitas diri yang resmi. Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat telah melaksanakan program Kartu Identitas 

Anak sejak November tahun 2019.  

 Pada perkembangannya minat masyarakat untuk mengurus Kartu Identitas 

Anak meningkat , Hal ini dibuktikan dari jumlah Kartu Identitas Anak yang telah 

diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, 

Pada tahun 2019-2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Langkat hanya menerbitkan Kartu Identitas Anak dengan jumlah 30.000 Kartu.  

Berikutnya data pada akhir bulan April 2021 jumlah Kartu Identitas Anak yang 

telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Langkat berjumlah 56.736 atau 20,17% dari 281.343 jumlah anak yang berumur 

kurang dari 17 tahun di kabupaten Langkat  

 Tercapainya tujuan dalam memberikan pelayanan Kartu Identitas Anak 

pemerintah Kabupaten Langkat belum maksimal dan efektif dalam melaksanakan 

tugas dan fungsinya hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum 

mengurus dan memperoleh Kartu Identitas Anak. Pelayanan yang diberikan Dinas 
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kependudukan dan Pencatatan Sipil akan penerbitan Kartu Identitas Anak berupa 

pelayanan offline (dapat langsung kekantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil) atau dengan mobil pelayanan keliling yang disediakan pemerintah disetiap 

kecamatan yang berada di Kabupaten Langkat dan Pelayanan Online.  

 Adapun program-program yang telah direncanakan oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat berupa program mobil 

pelayanan keliling, ALDAKITA (Anak Lahir Dapat KK, Akta, KIA) dan 

RATUPATI (Urus Satu Dapat Tiga). Program tersebut sudah dilaksanakan di 

Kabupaten Langkat, akan tetapi implementasi dari program tersebut belum 

berjalan dengan baik dikarenakan tidak semua masyarakat mengetahui program 

yang telah dibuat oleh pemerintah tersebut. Dalam hal ini, manfaat dari Kartu 

Identitas Anak tidak dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat atau seluruh anak di 

kabupaten Langkat.  

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Peraturan Menteri Dalam 

Negeri No 2 Tahun 2016 Dalam Rangka Perlindungan Hak Anak di Kabupaten 

Langkat sudah terimplementasi, namun masih ada terdapat beberapa kendala 

antara lain kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya anggaran yang 

dianggarkan pemerintah serta masih banyak masyarakat yang menganggap Kartu 

Identitas Anak tidak penting dikarenakan akta kelahiran masih dianggap cukup 

untuk memenuhi identitas resmi anak. Dalam hal ini diperlukannya keterlibatan 

masyarakat dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dari kebijakan 

terkait Kartu Identitas Anak yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan 
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Pencatatan Sipil sehingga masyarakat mengetahui dengan jelas dan pasti akan 

manfaat/kegunaan Kartu Identitas Anak.  

5.2 Saran 

 Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan saran - saran yang 

dibutuhkan berdasarkan yang penulis alami selama penelitian mengenai 

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Dalam Rangka 

Perlindunan Hak Anak di Kabupaten Langkat sebagai berikut :  

1. Diharapkan agar pemerintah Kabupaten Langkat agar lebih memfokuskan 

pada penerbitan kartu identitas anak agar sesuai dengan peraturan menteri 

dalam negeri nomor 2 tahun 2016 sebagaimana mestinya telah diatur. 

2. Diharapkan agar pemerintah terus melakukan sosialiasi terhadap 

pentingnya KIA kepada masyarakat dengan mengutamakan masyarakat 

yang berada di daerah kecil khususnya ke sekolah-sekolah yang ada di 

pedesaan agar masyarakat mengerti akan pentingnya kartu identitas anak 

tersebut. 

3. Diharapkan agar sumber daya manusia ditekankan lebih tegas dan 

kompeten dalam menjalankan kebijakan ini, dan tegas dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. 

4. Diharapkan agar pemerintah Kabupaten Langkat selalu memberikan 

pengawasan terhadap pelayanan penerbitan Kartu Identitas Anak.  
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